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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemerdekaan bangsa Indonesia yang telah berumur 62 tahun tidak lepas dari 

cita-cita pembaharuan hukum. Dalam pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia itu 

juga mengungkapkan bahwa bangsa Indonesia bebas dari ikatan belenggu penjajahan 

bangsa lain. Ditegaskan dalam Pembukaan Undang-undang dasar 1945 bahwa 

pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia, disamping merupakan anugerah dari 

Tuhan yang Maha Esa juga didorong oleh keinginan luhur bangsa Indonesia untuk

berkehidupan yang bebas. Keinginan untuk berkehidupan yang bebas ini dicapai

dengan membentuk pemerintahan Negara Republik Indonesia yang disusun dalam

suatu undang-undang dasar. Dengan demikian cita-cita dan keinginan luhur untuk

berkehidupan kebangsaan yang bebas seperti yang diamanatkan dalam Pembukaan 

Undang-Undang Dasar 1945 itu tidak lagi sekedar sebagai cita-cita bangsa untuk 

berkehidupan yang bebas melainkan berkehidupan yan bebas dalam keteraturan atau 

dalam hukum. Dan dalam proklamasi kita mengungkapkan adanya pembaharuan 

hukum Indonesia.

1
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kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila, Ini pula lah yang menjadi landasan dan 

tujuan dari setiap usaha pembaharuan hukum, termasuk pembaharuan hukum dan 

kebijakan penanggulangan kejahatan di Indonesia

“Di dalam pembaharuan hukum pidana tidak saja menyangkut pembaharuan 

hukum pidana materiel, akan tetapi akan meliputi pembaharuan hukum pidana 

formil dan hukum pelaksanaan pidana nasional yang mengabdi kepada kepentingan - 

kepentingan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945”.1.

Dalam mengadakan tinjauan terhadap pembaharuan hukum pidana Indonesia 

ditemukan tiga permasalahan pokok yaitu perbuatan yang dilarang, orang yang 

melakukan perbuatan yang dilarang itu, dan masalah penjatuhan pidana merupakan 

masalah karena adanya ketidakpuasan masyarakat, maupun pelaku kejahatan( 

terpidana) terhadap penjatuhan jenis sanksi pidana ( strafsoor) yang dikehendaki, 

dan penetuan berat ringannya pidana yang dijatuhkan ( strafmaat)?

Tindak pidana atau perbuatan pidana atau delik merupakan sesuatu hal yang 

dirumuskan sebagai perbuatan yang tidak boleh atau dilarang bagi seseorang untuk 

melakukannya dan apabila dilakukan, maka terhadap orang yang melanggarnya akan 

dikenakan ancaman pidana.

\ Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat, Bandung;Alumni 1985 Hlm 1
2 Ibid Hlm 4.

:
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Sanski pidana atau ancaman yang akan diberikan kepada pelaku tindak pidana 

adalah sesuai dengan “perbuatan-perbuatan yang ditentukan sebagai yang dilarang. 

Perbuatan-perbuatan yang dilarang pada umumnya dibagi atas 2 bagian yaitu;3.

1. Berupa perbuatan-perbuatan aktifi'perbuatan positif yang sering 

disebut dengan perbuatan materiel ( materiel feit)

2. Perbutan-perbuatan pasif/perbuatan negatif.

Ilmu hukum pidana mengemukakan berbagai teori tentang tujuan pemidanaan, 

diantaranya adalah pencegahan, baik pencegahan khusus yang ditujukan kepada 

pelaku agar tidak mengulanginya lagi, maupun pencegahan umum yang ditujukan 

kepada orang lain yang mempunyai maksud untuk melakukan kejahatan.

Sehubungan dengan hal-hal diatas maka sebelum hakim menetapkan 

putusannya, ada dua hal yang harus dipertimbangkan yaitu:

a) pertama adalah pertimbangan tentang fakta-fakta (apakah terdakwa 

benar-benar melakukan perbuatan yang dijatuhkan),

b) kedua adalah pertimbangan tentang hukumnya (apakah perbuatan 

terdakwa bersalah sehingga ia dijatuhi pidana).

Mengenai pemidanaan terhadap seseorang yang telah melakukan suatu tindak 

pidana, menurut perundang-undangan yang berlaku di Indonesia diatur dalam Pasal 

10 KUHP yaitu;

a. hukuman pokok

3 Adami Chazi, Pelajaran Hukum Pidana l(Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori 
Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana), Penerbit Rajagrafindo Persada, Jakarta, 
2002,Hlm 5.
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1) hukuman mati,

2) hukuman penjara,

3) hukuman kurungan,

4) hukuman denda.

b. hukuma tambahan

1) pencabutan beberapa hak tertentu,

2) perampasan barang tertentu,

3) pengumuman keputusan hakim.

Di dalam Pasal pertama dari BAB III konsep RKUHP baru memuat tujuan

pemidanaan, yaitu patokan bagi hakim dalam menjatuhkan pidana. Tujuan 

pemberian pidana dirumuskan sebagai berikut:

1. Pemidanaan bertujuan untuk:

1) mencegah dilakukanya tindak pidana dengan menegakkan norma

hukum demi pengayoman masayarakat;

2) Mengadakan koreksi terhadap terpidana dan dengan demikian 

menjadikan orang baik dan berguna serta mampu untuk hidup 

bermasyarakat;

3) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, 

memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa aman dan 

damai dalam masyarakat;

4) Membebaskan rasa bersalah para terpidana.
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2. Pemidanaan dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan 

untuk merendahkan martabat manusia.

Salah satu dari pidana pokok yang tercantum dalam Pasal 10 KUHP tersebut 

adalah hukuman penjara. Pidana penjara merupakan salah satu jenis sanksi pidana 

yang paling sering digunakan sebagai sarana untuk menanggulangi masalah 

kejahatan, penggunaan pidana penjara sebagai sarana menghukum para pelaku tindak 

pidana, maka pidana penjara ini semakin memegang peranan penting dalam 

menggeser pidana mati dan pidana badan yang dianggap kejam. Pidana penjara 

selama waktu tertentu paling pendek adalah satu hari dan paling lama lima belas 

tahun berturut-turut. Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua 

puluh tahun berturut-turut dalam hal kejahatan yang pidananya, hakim boleh 

memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup dan pidana penjara selama waktu 

tertentu.

Pidana penjara merupakan salah satu jenis sanksi pidana berupa kehilangan 

kemerdekaan. Pidana penjara pada dewasa ini merupakan bentuk utama dan umum 

dari pidana kehilangan kemerdekaan. Dahulu, pidana penjara tidak dikenal di 

Indonesia yang dikenal adalah pidana pembuangan.

Mengenai pidana penjara, di dalam KUHP pengaturanya terdapat dalam Pasal 12 

KUHP, dimana dalam Pasal 12 KUHP ini ayat(l) merupakan ketentuan mengenai 

ancaman pidana penjara seumur hidup yaitu 20 tahun penjara, serta mengenai penjara 

sementara pada ayat(2) menetapkan penjara umum mengenai hukuman penjara 

sementara yaitu 1 hari.
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“SISTEM PELAKSANAAN PIDANA PENJARA DI LEMBAGA

PEMASYARAKATAN KLAS I PALEMBANG”

B. Permasalahan

Dari uraian di atas serta memperhatikan keadaan-keadaan sekarang ini, maka ada 

beberapa permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

1» Bagaimanakah sistem pelaksanaan pidana penjara di lembaga 

pemasyarakatan kias I Palembang?

2. Bagaimanakah pengaruh pelaksanaan pidana penjara, sehingga

pidana yang dijatuhkan dapat bermanfaat bagi narapidana

maupuan masyarakat sekitar?

C. Ruang Lingkup

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan bahan dalam isi skripsi ini,

dan untuk menghindari penyimpangan dalam bahasannya, maka penulis perlu 

memberikan batasan ruang lingkup penulisan yaitu mengenai sistem pelaksanaan 

pidana penjara di lembaga pemasyarakatan kias I Palembang dan pengaruh pidana 

penjara tersebut bagi narapidana dan masyarakat.

D. Tujuan Penulisan

Penulisan ini bertujuan untuk :mengetahui sistem pelaksanaan pidana penjara di 

lembaga pemasyarakatan Kias I Palembang dan pengaruh pidana penjara tersebut 

terhadap narapidana dan bagi masyarakat sekitar.
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E. Manfaat Penulisan

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah 

mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, sebagai berikut: 

a.manfaat teoritis

penulisan ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi 

penulis, mahasiswa, pemerintah dan masyarakat umum mengenai 

pelaksanaan sistem pemasyarakatan di lembaga pemasyarakatan kias I 

Palembang dan dapat menambah bahan kepustakaan hukum pidana di

fakultas hukum.

b. manfaat praktis

penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan fiksi bagi

pemerintah, terutama kepada pembentuk undang-undang, dan melakukan

perbaikan bagi pembinaan narapidana pada umumnya dan petugas lembaga

pemasyarakatan kias I Palembang pada khususnya.

F.Metode Penelitian

1) tipe penelitian

tipe penulisan yang dilakukan dalam penulisan ini adalah tipe penelitian 

deskriftif yaitu penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang sesuatu 

hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu, yang dimaksudkan untuk 

menerangkan atau menggambarkan masalah yang menjadi objek penelitian.
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2) metode pendekatan

penulisan sikripsi ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis4.

3) Lokasi Penelitian

Dalam penelitian skripsi ini lokasi penelitian akan dilakukan di lembaga 

pemasyarakatan kias I Palembang.

4) Pengumpulan Data

Pengumpuan data dalam penulisan skripsi ini akan dilakukan dengan cara: 

a. Penelitian Kepustakaan( library Research)

Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan data sekunder, berupa :

1. bahan hukum primer yaitu KUHP dan KUHAP serta peraturan

yang berkaitan dengan pelaksanaan pidana penjara dengan sistem

pemasyarakatan ( UU no 12 tahun 1995).

2. bahan hukum sekunder yaitu berupa, buku, karya ilmiah, majalah

koran serta bahan-bahan lain yang berkenan dengan penulisan 

skripsi ini.

3. Bahan hukum tersier seperti, kamus hukum, 

b. Penelitian Lapangan

Penelitian dilakukan untuk mendapat data primer dengan cara 

wawancara (interview) terbuka agar didapat informasi yang lebih luas

Soeijono Soekanto, Pengantar Peneliti Hukum, UI press, Jakarta, 1986, Hlm 10.
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dan lebih mendalam5, yang dilakukan di lembaga pemasyarakatan Kias I 

Palembang Palembang, dan masyarakat sekitar

2. Responden Penelitian

Dalam penentuan responden penulis akan mengambil sample 

penelitian secara “purposive sampling” yaitu tekhnik penarikan 

sample yang mempunyai suatu tujuan yang dilakukan dengan sengaja 

responden tersebut adalah:

1) Narapidana LP kias I Palembang yang

terdiri dari 40 orang. Mengetahui jumlah narapidana yang tinggal 

di LP kias I Palembang 1024 orang, maka 40 diantara mereka

dianggap cukup dalam menjawab permasalahanya yang sifatnya

sama( homogin).

2) Petugas LP kias I Palembang yang terdiri dari 10 orang.Dengan

jumlah petugas LP kias I Palembang 97 orang, maka 10 orang

cukup mewakili seluruh petugas.

3) Masyarakat sekitar LP kias I Palembang yang terdiri dari 40 

orang, penulis menggangap 40 diantara masyarakat yang terdapat 

di sekitar LP kias I Palembang, sudah cukup mewakilinya.

Ibid Hlm26.
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Tabel I: Daftar jumlah dan jenis perkara tahun 2007

JENIS KEJAHATAN / 
PELANGARAN

JUMLAH
ORANGNo PASAL/KUHP PROSENTASE

P W P W
1 Politik 120-129

130-1392 Terhadap Kepala Negara
3 Terhadap Ketertiban 154-181 22 2,91
4 Pembakaran 167-188 1 0,13
5 Penyuapan 209-210
6 Mata Uang 244-251 2 0,26
7 Memalsukan Surat Materai

Kesusilaan
253-275 2 0,26

8 281-297 89 11,80
9 Perjudian 303 1 13 0,13 9,92
10 Penculikan 324-336 4 2 0,53 1,52
11 Pembunuhan

Penganiayaan
338-350 267 12 35,41 9,16

12 351-356 17 2 2,25 1,52
13 Pencurian 362-364 12 14 1,59 10,68
14 Perampokan

Memeras/Mengancam
Penggelapan

365 102 3 13,52 2,29
15 368-369

372-375
378-395
406-410
480-481
487-569

2 1 0,26 0,76
16 4 4 0,53 3,05
17 Penipuan_______

Merusak Barang
Penadahan_____
Pelanggran KUHP
Lain-Lain_______
Ekonomi

4 10 0,53 7,63
18
19
20
21 22 1 2,91 0,76
22 uu D RT No. 7/1955

uu no. 3/1971Korupsi
Narkotika

4 0,53
24 uu no. 9/1976 199 69 26,67 52,67

JUMLAH 754 131 100% 100%

Sumber: LAP AS KLAS I PALEMBANG, 2007
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Tabel II: Daftar jumlah petugas lapas kias I Palembang

GOLONGAN JMLJENISNO IV
WPWPP WWp

Pendidikan1.
2625172-S1
4121-D3

57113 3337-SLTA
55-SLTP
514-SD

97432 8548Jumlah

Tugas/
Jabatan2.

161 411- Struktural
32411 2 15- Staf Adm.
493637 3- Pengamanan
978 43148 5Jumlah

Sumber : LAPAS KLAS I PALEMBANG, 2007

3. Analisis Data Dan Penyajian Data

Pada tahap selanjutnya data yang telah diperoleh dari

penelitian dianalisis secara kualitatif yaitu dengan cara menganalisis 

data berupa keterangan yang diperoleh, baik dengan cara interview 

atau wawancara langsung dengan responden, hasil penelitian di 

lapangan dan bahan-bahan tertulis, sehingga akan diperoleh 

kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan. Dan untuk 

penyajian data, penulis memamaparkan dalam bentuk tulisan, yakni 

berupa penulisan data yang berasal dari kumpulan hasil penelitian 

yang telah dianalisis kemudian disajikan dalam bentuk skripsi.
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